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BUPATI LAMPUNG BARAT 
PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 
NOMOR J TAHUN 2018 

TENTANG 

TATA CARA PEMBAGlAN DAN PENETAPAN RlNCIAN DANA PEKON SETIAP PEKON 
TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

Menimbang a. 	 bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana pekon yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Bupati/Walikota 
menetapkan rincian dana pekon untuk setiap pekon; 

b. 	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

• 	 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana pekon 
Setiap Pekon Tahun Anggaran 2018; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan

• Kabupaten Daerah Tingkat II Larnpung Barat (Lembaran 
Negara RepubUk Indonesia Tahun 1991 Nomor 64 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452); 

2. 	 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

3. 	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinteh 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. 	 Peraturan Pemerintah Nomar 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 
123, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 
5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Percerintah

• Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717); II 



5, 	 Peraturan Pemenntah Nomor 60 Tabun 2014 tenlang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapalan dan BeJanja 

'. 	 Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558), sebagaimana telab diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2016 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negare Republik Indonesia Nomor 
5864); 

6. 	 Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tenlang Rincian 
Anggaran Pendapalan dan Belanja Negara Tabun Anggaran 
2018 (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
244); 

7. 	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Deaa (Benta Negara Republik 
Indonesia Tabun 2014 Nomor 2093); 

8. 	 Peraturan Menteri Dalam Negen Nomar 114 'rabun 2014 
tenlang Pedoman Pembangunan Desa (Benta Negara Repuhlik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

9. 	 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerab Tertinggal dan 
Transmigrasi Namor 19 Tabun 2017 tentang Penetapan 
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018; 

10, Peraturan Menten Keuangan Nomor 50/PMK,07/2017 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerab dan Dana Deaa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomer 537) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

• 225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomer 1081); 

• 	 1L Peraturan Menten Keuangan Nomor 226/PMK,07/2017 
tentang Perubahan Rincian Dana Deaa Menurut Daerah 
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971); 

12. Peraturan Daerah Kabupatcn Lampung Barat Nomor 4 Tahun 
2015 tenlang Pemerintahan Peken; 

13, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomar 8 Tahun 
2016 tenlang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

14, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 
2017 tenlang Anggaran Pendapatan dan BeJanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2017). 

MEMUTUSKA.'" : 

Menetapkan 	 PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN 
PENETAPAN RINCIAN DANA PEKON SETlAP PEKON TAHUN 
ANGGARAN 2018, 

II 
BABI• 


KETENTUAN UMUM 
.. 	 Pasall 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1, Daerah adalab Kabupaten Lampung Barat, 

In."n l'9ji1:{n 

I 1\ LM I 



2. Pernerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung
'. 

Barat. 
3. 	Bupati adalah Bupati Lampung Barat. 
4. 	Pekon adalah Pekon dan Pekon adat atau yang disebut dengan 

nama lain, selanjutnya disebut Pekon, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat. hal< asal usul. dan/atau hal< tradisional 
yang dial<ui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

5. 	Pemenntah Pekon adalah Kepala Pekon atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu perangkat Pekon sebagai unsur 
penyeJenggara Pemerin tahan Pekon. 

6. 	Dana pekon adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi 
Pekon yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 
BeJanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, petaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat. 

7. 	Ji.tmIah Pekon adalah jumtah Pekon yang ditetapkan oleh 
Menten Dalam Negeri. 

8. 	Anggaran Pendapatan dan BeJanja Pekon, yang seJanjutnya• 
disingkat APBPekon, adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Pekon. .. 	 9. Peratin adalah kepala pekon dalam Kabupaten Lampung Barat. 

BAB II 
PENE1'APAN R1NCIAN DANA PEKON 

Pasal2 . 
Rindan dana tiap·tiap pekon Tahun Anggaran 2018, dialokasikan 
secara merata dan berkeadilan berdasarkan: 
a. 	alokas; dasar; 
b. alokasi afirmasi; dan 
c. 	 alokasi formula. 

Pasal3 

(1) 	 Alokasi dasar setiap pekon sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 
2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar perkabupaten 
dibagi jumtah pekon. 

(2) Alokasi afrrmasi setiap pekon sebagaimana dimaksud dalam 
). Pasal 2 huruf b diberikan kepada pekon tertinggal dan pekon 

• 	 sangat tertinggal yang merniliki jumtah penduduk miskin 
tinggi. 

• 



., 
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• 

• 
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(3) 	 Alokasi formula sebagalmana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 
c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka 
kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geogralls yang 
bersumber dati kementerian yang berwenang dan/atau 
\embaga yang menye\enggarakan urusan pemerintahan di 
bidang statistik. 

Pasa] 4 

Perhitungan alokasi dana pekon sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 dilakukan dengan menggunakan formula sebagal berikut: 

AF Pekon = {(0,1O • ZII + (O,SO • Z21 + 10,15 • Z3) + (0,25 • Z41l • AF 
Kabupaten 

Keterangan: 
AF Pekon = a10kasi formula setiap pekon 
Zl = rasia jumlah penduduk setiap pekan terhadap 

total penduduk pekon di daerah. 
Z2 - rasio jumlah penduduk miskin setiap pekon 

terhadap total penduduk miskin pekon 
Kabupsten Lampung Barat. 

Z3 = rasio luas wilayah setiap pekon terhadap total 
luas wilayah pekon di daerah. 

Z4 = rasio IKG setiap pekon terhadap IKG pekon di 
daerah. 

AF Kab/Kota = a10kasi formula dl daerah.. 

Pasa15 

Penetapan rlnclan dana pekon untuk seOOp Pekon di daerah 
Tahun Anggaran 2018 sebagalmana tercantum dalam Lampiran 
yang merupskan baglan yang tidal< terpisahkan dan Peraturan 
Bupsti ini. 

BAB 1II 
PENYALURAN DANA PEKON 

Pasal6 

(1) Penyaluran dana pekon dilakukan melalui pemindahbukuan 
dati rekening kas negara, ke rekening kas umUIn daerah dan 
ke rekening kas pekon. 

(2) Pemindah bukuan dati rekening kas umum daerah ke rekening 
kas pekon dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hati ketja setelah 
dana pekon diterlma di rekening kas umum daerah dan 
persyaratan penyaluran telah dipenuhi. 

(3) Penyaluran dana pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. tahap pertama paling cepat bulan Januati dan paling 

Iambat minggu ketiga bulan juni sebesar 20% (dua puluh 
persen); dan 



'. 


• 

• 

• 
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b. 	 Tahap kedua paling cepat bulan Maret dan paling lambat 
minggu keempat bulan juni sebesar 40% (empat puluh 
persen). 

c. 	 Tahap ketlga paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat 
puluh persen). 


Pasal 7 


(1) Penyaluran dana pekon sebagaimana dimaksud dalam Pa.al 6 
ayat (3) dilaksanakan setelah menerima dokumen persyaratan 
penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. 	Tahap I berupa Peraturan Pekon mengenai APBPek dati 

Peratin; 
b. 	Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian 

erntput dana pekon tabun anggaran sebelumnya dati 
Peratin;dan 

c. 	 Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian 
output dana pekon sampai dengan Tahap II tahun anggaran 
dari Peratin. 

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana 
dimaksud dimaksud pada ayat (I) huruf b, menunjukkan 
rara-rara realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% 
(tujuh puluh lima persen) dan rara-rara capaian output 
menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); 

13) Capain output sebagaimana dimaksud pada ayat (11 huruf b 
dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian 
output dari seluruh kegiatan. 

PasalS 

(11 Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capalan output 
sebagaimana dimaksud dimaksud daiam Pasal 7 dilakukan 
sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat 
kegiatan, uralan autput, volume output, cara pengadaan, dan 
capaian output. 

(2) 	Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada 
ayat belum memenuhi kebutuhan input data, Peratin dapat 
memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada 
peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait. 

BABIV 

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA PEKON 


PasaI 9 


II) Prioritas pengllnaan dana pekon untuk membiayal 
pelaksanaan program dan kegiatap pembangunan pekon dan 
pemberdayaan masyarakat pekon. 

(2) Prioritas kegunaan dana pekon diutamakan untuk membiyai 
pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat linta.. bidang. 



'. (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
antara lain bidang kegiatan produk unggulan pekon atau 
kawasan perdesaan, badan usaha milik pekon (BUMPekon)

' .. 
atau BUMPekon bersama, embung/bangunan konsevasi air 
berbentuk kolnm untuk menampung air limpasan serta 
sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian, dan 
sarana olahraga pekon sesuai dengan kewenangan Pekon. 

(4) Pembangunan sarana olah raga pekon sebagaimana dimaksud 
psda ayat (3) merupskan unit usaha yang dikelola oleb 
BUMPekon atau BUMPekon bersama. 

(5) Prioritas penggunaan dana pekon sebagaimana dimaksud psda 
ayat (1) wajib dipub\ikasikan oleh Pemerintah pekon kepsda 
masyarakat pekon diruang pubJik yang dapst diakses 
masyarakat pekon. 

PasaliO 

(I)Bidang pembangunan pekon diprioritaskan untuk membiayai 
pembangunan pekon yang meliputi : 

a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan kegiatan 
pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk 
pemenuhan kebutuhan: 
1. lingkungan pemukiman;

• 2. 	 transportasi; 
3. energi; dan 
4. 	informasi dan komunikasi. 

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana pe\ayanan sosial dasar 
untuk pemenuhan kebutuhan: 
I. kesehatan masyarakat; dan 
2. pendidikan dan kebudayaan. 

c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana ekonorni untuk 
mewujudkan lumbung ekonomi pekon, meliputi: 
1. 	usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk 

ketahanan psngan; 
2. 	usaha ekonomi pertanian berskala produktif meJiputi 

aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang 
difokuskan kepsda pembentukan dan pengembangan 
produk unggulan desa dan/atau produk ungguian 
kawasan pedesaan; dan 

3. 	usaha ekonomi non pertanian berskala produktif 
meJiputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang 
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan 
produk ungguian desa dan/atau produk unggulan 
kawasan perdesaan.

• 

• 
d.pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 

pemeliharaan saran prasarana lingkungan untuk 
pemenuhan kebutuhan: 
I. kesiapsiagaan menghadapi bencana a1am; 
2. 	 penanganan bencana alam; dan 
3. peiestarian iingkungan hidup. 
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• 

• 

• 

e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 
pemeliharaan saran prasarana lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan pekon dan ditetapkan dalam musyawarah 
pekon. 

(2) 	 pekon dalam perencanaan program dan kegiatan 
pembangunan pekon yang dibiayai dana pekon, dapat 
mempertimbangkan tipoJogi pekon berdasarkan tingkat 
perkembangan kemajuan pekon, meliputi; 
a. pekon 	 tertinggal danfatau pekon sangat tertinggal 

memprioritaskan kegiatan pembangunan pekon pada: 
1. pengadaan, pernbangunan, pengembangan, dan 

pemeiiharaan sarona prasarana dasar; dan 
2. pembangw1an, 	 pengembangan, dan pemeliharaan 

sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, 
distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya 
mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian 
untuk ketaban pangan dan usaha ekonomi lainnya yang 
difoknskan kepada pembentukan dan pengembangan 
produk ungguJan pekon dan/atau produk unggulan 
kawasan pekon. 

b. pekon berkembang memprioritaskan kegiatan 
pembangunan pekon pada; 
1. pembangunan, pengembangan, dan pemelibaraan 

infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana 
ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan 
pemaaaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi 
pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk 
ketabanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang 
difoknskan kepada pembentukan dan pengembangan 
produk unggulan pekon dan/atau produk unggulan 
kawasan perdesaan; dan 

2. pembangunan dan pem~ insfrasttuktur serta 
pengadaan sarana prasarana scsial dasar dan 
lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung 
pernenuhan akses masyarakat pekon lerbadap peJayanan 
sosia1 dasar dan lingkungan. 

c. pekon maju dan/atau pekon mandiri memprioritaskan 
kegiatan pembangunan pada; 
1. pembangunan dan pemeliharaan insfrastruktur ekonomi 

serta pengadaan sarana prasarana produksi. distribusi 
dan pemasaran untuk mendukung perJuasan/ekspansi 
usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha 
ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi 
lainnya yang difoknskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan pekon dan/atau produk 
unggulan kay/asan pokon; dan 

2, pembangunan dan pemeliharaan insfrastruktur serta 
pengadaan sarana prasarana sosiaJ dasar dan 
lingkungan yang diarahkan parla upaya menduknng 
peningkatan knalitas pemenuhan akses masyarakat 
pekon terhadap peJayanan sosial dasar dan Iingknngan. 



'. Pasal 11 

(1) Program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat 
pekon ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan 
kapabilitas masyarakat Pekon dengan mendayagunakan 
potens; dan sumberdaya sendiri sehingga Pekon dapat 
menghidupi dirinya secara mandiri. 

(2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pekon diprioritaskan 
untuk : 
a. 	 peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan 
pekon; 

b. 	 pengembangan kapasitas di pekon meliputi: pendididikan, 
pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan 
tekhnis, dengan materi ten tang pembangunan dan 
pemberdayaan masyarat pekon; 

c. 	 pengembangan ketahanan masyarakat pekon; 
d. 	 pengelolaan dan pengembangan sistem informasi pekon; 
e. 	 dukungan pengelolaan pelayanan sosial daaar di bidang 

pendidikan, kesehatan. pemberdayaan masyarakat 
marginal dan anggota masyarakat pekon penyandang 
disabilitas; 

f. 	 dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan 
hidup; 

, g. dukungan keaiapsiagaan menghadapi bencana aIam dan 
penanganannya; 

h. 	 dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi 
produktif yang dikelola oleh badan usaha milik pekon 
dan{atau badan usaha milik pekon bersarna.; 

i. 	 dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok 
masyarakat. koperasi dan/atau lembaga ekonomi 
masyarakat pekon lainnya; 

j. 	 pengembangan keIja sama antar pekon dan kerjasama 
pekon dengan pihak ketiga; dan 

k. 	 bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat pekon laionya 
yang .e.\tal dengan analisi. kebutuhan pekon dan 
ditetapkan dalam musyawarah pekon. 

(3)Pengembangan 	 kapasitas di pekon sebaga.imana dima.ksud 
pada ayat (1) diswakelola oleh Pekon dan/atau hadan keIja 
sarna. antar Pekon. 

(4)Swakelola oleh 	badan keIjasama antar pekon sebagalmana 
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan 
dan mekanisme kerja sarna antar pekon. 

(5) Pekon dalam perencanaan program dan keglatan 
pemberdayaan masyarakat pekon yang dibiayal dana pekon 
dapat mempertimbangkan tipologi pekon berdasarkan tingkat 
perkembangan kemajuan pekon, meliputi: 

• 
• a. pekon tertinggal dan/atau pekon sangat tertinggaJ 

memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat 
Pekon untuk merintis lumbung ekonomi pekon yang 
meliputi: 



'. 1. 	 pembentukan badan usaha milik pekon dan/atau 
badan usaha milik pekon bersama meJalui penyertaan 
modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran 
bagi usaha ekonomi Jalnnya yang difokuskan kepada 
pembentukan dan pengembangan produk unggulan 
pekon dan/.atau pruduk unggulan kawasan Pekon; 

2. 	 pembentukan usaba ekonom; warga/kelompok, 
koperasi dan/atau lembaga: ekonomi masyarakat pekon 
Itunnya melalui akses permodalan meJalui badan usaba 
milik pekon dan/etau badan usaha milik pekon 
bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan 
pemasaran bag; llsaba ekonomi pertanian berskala 
produk:tif dan usaha 
ekonomi Jalnnya yang difokuskan kepada pembentukan 
dan pengembangan produk ungguIan pekon dan/atau 
produk unggulan kawasan pekon; dan 

3. 	 Pembukaan Iapangan kerja untuk pemenuhan 
kebutuhan hidup bagi masyarakat pekon. 

b. 	 pekon berkembang memprioritaskan kegietan 
pemberdayaan masyarakat pekon untuk memperkuat 
Lumbung ekonami pekon meliputi: 
1. 	 penguatan badan usaha milik pekon dan/atau badan 

usaha milik pekon bersama melalui penyertaan modal, 
pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi 
usaha ekanomi pertanian berskala produktif dan usaba• 
ekonomi lainnya yang difokuskan 	kepada pembentukan 
dan pengembangan produk 'unggulan pekon dan/atau 
produk unggulan kawasan Pekon; 

2. 	 penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi 
dan/atau lembaga ekonomi masyarakat pekon lainnya 
melalui akses permodalan melalui badan usaba milik 
pekon dan/atau badan usaha milik pekon bersama, 
pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bag; 
usaha ekonomi pertanian berskala produk:tif dan usaba 
ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan 
dan pengembangan produk unggulan pekon dan/atau 
produk unggulan kawasan pekon; 

3. 	 peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga keDa 
terampil dan pembentukan wirausahawan di pekon; dan 

4. 	 pengembangan Iapangan kerja untuk pemenuhan 
kebutuhan hidup bag; masyarakat pekon. 

c. 	 pekon maju dan/atau pekon mandiri memprioritaskan 
kegiatan pemberdayaan masyarakat pekon untuk 
menegakkan lumhung ekonomi pekon meliputi: 
1. 	 perluasan/ ekspensi usaha badan usaha milik pekon 

dan/atau badan usaha milik pekon bersama melalui 
penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan 
pemasaran bag; usaba ekonomi pertanian berska1a• 
produktif dan usaha ekonomi Jalnnya yang difokuskan 
kepada pembentukan dan pengembangan produk 
unggulan pekon dan/atau produk unggulan kawasan 
Pekon; 



2. 	 perluasan/ekspensi usaha ekonomi warga/kelompok. 
". 	 koperasi dan/atau Jembaga ekonomi masyarakat pekon 

lainnya mclalui akses pennodalan melalui badan usaha 
milik pekon dan/ atau badan usaha milik peknn 
bersama. pengelolaan produksi. distribusi dan 
pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala 
produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan 
kepada pembentukan dan pengernbangan produk 
unggu\an pekon dan/atau produk unggulan kawasan 
pekon; 

3. 	 peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di 
pekon; 

4. 	 perluasan/ekspensi lapangan kerja untuk pemenuhan 
kebutuhan hidup bag). masyarakat pekon; 

d. 	 pekon tertinggal dan/atau pekon sangat tertinggal. pekon 
berkembang maupun pekon maju dan/atau pekon mandiri 
memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat 
pekon untuk merintis dan mengembangkan jaring 
komunitas wira pekon, rneliputi: 
1. 	 pengelolaan seeara partisipatif kegiatan pe\ayanan sosial 

dasar di bidang pendidikan, kesehatan. pemberdayaan 
perernpuan dan anak, serta pemberdayaan rnasyarakat 
marginal dan anggota masyarakat pekon penyandang 
disabilitas; 

2. 	 pengelolaan secam partisipatif kegiatan peiestarian 
lingkungan hidup; 

3. 	 pengeJolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, 
serta penanganan kejadian luar biasa lainnya; 

4. 	 pengernbangan kapasitas masyarakat pekon untuk.. 	 berpartisipasi dalam mengelola dana pekon "eeara 
tmnsparan dan akuntabel; dan 

5. 	 peningkatan partisipatif masyarakat dalam rnernperkuat 
tata keloia pekon yang dernoktatis dan berkeadilan 
sosiaL 

e. 	 pekon tertinggal dan/atau pekon sangat tertinggal. pekon 
berkembang maupun pekon maju dan/atau pekon mandiri 
memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat 
pekon merintis dan mengembangkan lingkar budaya pekon. 
meliputi: 
1. 	 membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta 

menegakkan peraturan di Pekon; 
2. 	 membentuk dan dan mengembangkan keterbukaan 

informasi untuk mendorong masyarakat pekon yang 
partisipatif dan komunikatif; dan 

3. 	 penguatan adal istiadat. seni, tradisi dan budaya pekon. 

Pasal12 

(1) 	Dana pekon dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang 
tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana pekon• 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 setelah mendapat 
persetujuan Bupati. 

(2) 	Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (II 
diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Pekon 
mengenai APBPekon. 
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(31 	 Rincian kogiatan sebagaimana dimaksud ayat (I) matur dalam 
petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis tentang penggunaan 
dana pekon yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati. 

Pasal13 

(l)Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dan dana Pekon 
berpedoman pada petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis 
yang ditetapkan oleh Bupati mongenai kegiatan yang dibiayai 
dan dana Pekon. 

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dan dana Pekon 
diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan 
sumber daya/bahan baku lokai, dan diupayakan dengan lemh 
banyak menyerap tenaga keda dan masyarakat Pekon 
setempat. 

Pasal14 

(II 	Peratin bertanggungjawab atas penggunaan dana Pokon. 

(21 	Pemorintah daerah dapat melakukan pendampingan atas 
penggunaan dana Pekon. 

(3) 	Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Da.erah. 

BABV 
LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA PEKON 

Pasa! 15 

(I) Peratin menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan 
APBPekon kepada Bupati berupa: 
a. laporan tahap pertama; 

b.laporan tahap kedua; dan 

c. laporan tailap ketiga/laporan akhir tabun. 

(2) Laporan realisasi pelaksanaan APBPekon sebagaimanan 
dimaksud pada ayat (I) terdiri atas; 
a. capaian realisasi penyerapan; dan 
b. capalan realisasi output. 

Pasall6 


(I)Peratin menyampalkan laporan pertanggung jawaban realisasi 

pelaksanaan APBPekon kepada Bupati setiap tahun anggaran. 


(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBPekon 
sebagimana dirnaksud pada ayat t1), terdiri dan pendapatan, 
belanja, dan pembiayaan. 

(3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBPekon 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 
peraturan Pekon . 

(4)Peraturan 	 Pekon tentang laporan pertanggung jawaban 
realisasi pelaksanaan APBPekon sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) diJarnpiri: 
a. 	laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan 

APBPekon tabun anggaran berkenaan; 
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b. 	laporan keleayaan milik Pekon per 31 Desember !ahun 
anggaran berkenaan; dan 

c. 	 laporan program Pemerin!ah dan Pemerin!ah Daerah yang 
rnasuk ke Pekon. 

Pasal17 

Selain Laporan pertanggung jawaban realisas; pelaksanaan 
APBPekon sebagalmana di maksud da1am Pasal 16, peratin wajib 
menyampalkan laporan penyelenggaraan pemerintahan Pekon 
yang merupakan bsgian tidak terpisahkan dati laporan 
pertanggung jawaban dan penyelenggaraan pemerin!ahan pekon. 

PasalI8 

(1) 	 Laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban realisasi 
pelaksanaan APBPekon sebaga1mana dimaksud dalam Pasal 
16 dan 17 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis 
dan dengan media informasi yang mudah di akses olch 
masyarakat. 

(2) 	 Media informasi sebagaimana dimaksud pacta ayat( 1) antara 
lain papan pengumuman, radio komunitas. dan media 
informasi lainnya. 

Pasal19 

(1) 	 Laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban realisasi 
pelaksanaan APBPekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
16 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat. 

(2) 	Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan 
APBPekon sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling 
lambat 1 (satu) bulan setelab akhir !ahun anggaran 
berkenaan. 

BABVI 
PENUNDAAN PENYALURAN DANA PEKON 

Pasal20 

(1) Bupati menunda penyaluran Dana pekon, da1am hal: 
a. 	bupati belum rnenerima dokumen sebagalmana dimaksud 

dalam Pasal 15 Pasal 16 dan Pasal 17; 
b. 	 terdapat sisa dana pekon di rekening leas pekon !ahun 

anggaran sebeJumnya lebm dan 30% (tiga puluh persen); 
dan 

c. 	 terdapat rekomendasi dati aparat pengawas fungalonal 
daerah. 

(2) Penundaan penyaluran dana pekon sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) humf b dilakukan terhadap penyaluran dana 
pekon !ahap pertarna !ahun anggaran betjalan scbesar sisa 
dana pekon di rekening kas pekon !ahun anggaran 
sebe1umnya. 

(3) Dalam hal sisa dana pekon di rekening kas pekon tahun 
anggaran sebelumnya lebih besar dati jllIDlah dana pekon yang 
akan disalurkan pada !ahap pertarna, penyaluran dana pekon 
!ahap pertarna tidak dilakukan. 
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(4) Dalam hal sampal dengan minggu pertama bulan Juli tahun 
anggaran beIjaian sisa dana poken di rekening kas peken 
tahun angganm sebelumnya masih lebih besar daTi 30% (tiga 
puluh penlen). ponyaluran dana pokon yang ditunda 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan 
dan menjadi siaa dana pokon di rekening kas umum daerah. 

(S) Bupati melaporkan dana pokon yang tidak disalurkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada 
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku 
Kuaas Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fiaik dan Dana 
pekon. 

(6) Dana peken yang tidak disalurkan sebagairnana dimaksud 
pacta ayat (4) tidak dapat disalurkan kernbali pada tahun 
anggaran berikutnya. 

(7) Rekomendasi sebaga;mana dimaksud· pada ayat (1) huruf c 
disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam 
hal terdapat potensi atau telah texjadi ponyimpangan 
ponyaluran dan/atau ponggunaan Dana pokon. 

(8) Rekomendasi sebagaimana dimakaud pada ayat (7) 
disampa:ikan kepada Bupati dengan tcmbusan kepada Kepala 
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa 
Pengguna Anggaran Penyaluran DAK !isik dan dana pokon 
sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6. 

Pasal21 

(1) Bupati menyalurkan kembaJi Dana pekon yang ditunda dalam 
hal: 
a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7; 
b. siss dana poken di rekening kas poken tahun anggaran 

sebelumnya kurang dari atau sarna dengan 30%; dan 
c. terdapat rekomendasi dari aperat pongawas fungsional 

daerah. 

(2) Dalam hal penundaan ponyaluran Dana pokon sebagalmana 
dimaksud dalam Pasal 20 berlangsung sampai dengan 
berakhimya tahun anggaran, dana pokon tidak dapat 
disalurkan lagi ke rekening kas pokon dan menjadi sisa dana 
peken di rekening kas umum daerah. 

(3) Bupati melaporkan siss dana poken di rekening kas umum 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala 
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa 
Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan dana pekon. 

(4) Bupati memberitahukan kepada peratin yang bersangkutan 
mengenai dana poken yang ditunda penyalurannya 
sebagaimana dimakaud pada ayat (2) paling lambat akhir 
bulan November tahun anggaran beIjaian dan agar 
dianggarkan kembali dalam rancangan APBPekon tahun 
anggaran berikutnya. 



(5) Bupati menganggarkan kembali sisa dana pekon di dana 
pekon sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dalam rancangan

'. APBD tahun anggaran berikutnya sesual dengan katentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(6) Dalam hal pekon telah memenuhi persyaratan penyaluran 
sebelum roinggu pertama bulan Juli tallun anggaran beljalan, 
Bupati menyampalkan permintaan penyaluran sisa dana 
pekon tahap pertama yang belum disalurkan dari rekening 
kes umum negara ke rekening kes umum daerah kepada 
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku 
Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan dana 
pekon paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran 
beljalan. 

Pasal22 

(I) Bupati melakukan pemotongan penyaluran dana pekon dalam 
hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran dana 
pekon sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 21, masih terdapat 
sisa dana pekon di rekening kes pekon lebih dari 30% (tiga 
puluh persen). 

(2) Pemotongan penyaluran dana pekon sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (II dilakukan pada penyaluran dana pekon tallun 
anggaran berikutnya. 

(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran dana pekon 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) kepada Kepala Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna 
Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan dana pekon. 

BABVlI 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal23 

Peraturan Bupati ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan. 

,-=P:":A-=RA=F:-:K::'OO=-=RD:=::I:":7=:1. gar setiap orang mengetahui, memerintallkan pengundangan 
f::'N:';Or.IAIIATAH:'::':=:===;;;;;;'I:±-:~P,eraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita 
r:::,¥.::sm=AKAB?::----HfiF"-b'aerah Kabupaten Lampung Barat. 

Ditetapkan di Liwa 
pada tanggal IS' Januari 2018 

Nct'GARAT 

OSILMABSUS 

Diundangk <Ii Liwa 

~ pada tanggal ('> Januari 2018 
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NOMOR TAHUN 2018 

TANGGAL JANUARI 2018 

II. BESARAN AlOKASI DANA PEKON TAHAP I 20 %. TAHAP II 40 % DAN DAN TAHAP 11140% LAMPUNG BARATTAHUN ANGGARAN 2018 

No. Kecamatan ...... Desa TOTALDD DO 20 " 0040" OD40" 

'" 1 '" BALIK BUKIT 
1'1 

KUBU PEAAHU '" 749.764.250 '" 149.952.850 '" 299.905.700 
PI 

299.905.700 

2 BALIK BUKIT PADANG CAHYA 1.108.857.557 221.771.511 443.543.023 443.543.023 

3 BALIK BUKIT 5EBARUS 840.576.352 168.115.270 336.230.541 336.230.541 

• BALIK BUKIT WAY EMPULAU ULU 839.953.492 167.990.698 335.981.397 335.981.397 

5 BALIK BUKIT GUNUNG 5UGIH 932.796.440 186.559.288 373.118.576 373.118.576 

• BALIK BUKIT WATE5 745.721.544 149.144.309 298.288.618 298.288.618 

7 BAUK BUKIT PADANG OALOM 725.474.974 145.094.995 290.189.990 290.189.990 

• BALIK BUKIT 5UKARAME 950.211.385 190.042.277 380.084.554 380.084.554 

• BALIK 8UKIT BAHWAY 853.788.675 170.757.735 341.515.470 341.515.470 

10 BALIK BUKIT SEOAMPAH INOAH 923.668.020 184.733.604 369.467.208 369.467.208 

11 SUMBERJAYA 51MPANG SARI 1.003.299.733 200.659.947 401.319.893 401.319.893 

12 SUMBERJAYA SUKAJAYA 744.373.611 148.874.722 297.749.445 297.749.445 

13I. 5UM8ERJAYA SINDANG PAGAR 781.351.277 156.270.255 312.540.511 312.540.511 

SUMBERJAYA SUKAPURA 769.956.306 153.991.261 307.982.522 307.982.522 

15I. SUMBERJAYA WAY PI:'TAI 932.359.459 186.471.892 372.943.783 372.943.783 

BELALAU KENAU 989.190.009 197.838.002 395.676.004 395.676.004 

17I. BELALAU KEJADIAN 897.580.988 179.516.198 359.032.395 359.032.395 

BELALAU 
. 

BUMIAGUNG 821.887.327 164.377.465 328.754.931 328.754.931 

" BELALAU TURGAK 799.865.275 159.973.055 319.946.110 319.946.110 

20 BEtAtAU BEOUDU 984.732.634 196.946.527 393.893.054 393.893.054 

21 BEtAl,AU SUKARAME 710.788.568 142.157.714 284.315.427 284.315.427 

22 BEtALAU HUJUNG 1.188.879.113 237.775.823 475.551.645 475.551.645 

23 BELALAU SERUNGKUK 715.683.890 143,136.778 286.273.556 286.273.556 

2. BELALAU 5UKAMAKMUR 738.370.419 147.674.084 295.348.168 295.348.168 

25 BELALAU FAJARAGUNG 728.260.571 145,652,114 291.304.228 291.304.228 

2. WAYTENONG PURALAKSANA 763.252.604 152.650.521 305.301.041 305.301.041 

27 WAYTENONG KARANG AGUNG 772.087.574 154.417.515 308.835.030 308.835.030 

2. WAYTENONG MUTARALAM 756.591.793 151.318.359 302,636,717 302.636,717 

2. WAYTENONG TANJUNG RAYA 748,062.384 149.612.477 299.224.954 299.224.954 

",,0 WAYTENONG SUKANANTI 961.006.394 192.201.279 384.402.557 384.402.557 

32 WAY TENONG 

5UKARAJA 

PADANG TAMBAK 

754.065,918 

956,124.164 

150.813.184 

191,224,833 

301.626.367 

382.449.666 

301.626.367 

3.2.44'.•~ 
OPD 1¥.f31 WAYT'NONG 
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No. Kearnatan Nama DesaI TOTALDD DD 20 " DD 40 " D040" 

'I '" ''I "I "I ''I " 33 WAYTENONG TAMBAKJAYA 775.026.677 155.005.335 310.010.671 310.010.671 

34 5EKINCAU PAMPANGAN 923.119.674 184.623.935 369.247.870 369.247.870 

35 SEKINCAU WASPADA 914.098.916 182.819.783 365.639.566 365.639.566 

36 SEKINCAU TIGAJAYA 972.151.555 194.430.311 388.860.622 388.860.622 

37 SEKINCAU GIHAM SUKAMAlU 867.510.063 173.502.013 347.004.025 347.004.025 

38 SUOH SUKAMARGA 964.335.564 192.867.113 385.734.226 385.734.226 

3. SUOH SUMBER AGUNG 729.579.784 145.915.957 291.831.914 291.831.914 

40 SUOH TUGURATU 1.143.315.372 228.663.074 457.326.149 457.326.149 

41 SUOH BANDING AGUNG 817.466.515 163.493.303 326.986.606 326.986.606 

42 SUOH ROWOREJO 995.243.006 199.048.601 398.097.202 398.097.202 

43 SUOH SIDOREJO 766.616.181 153.323.236 306.646.472 306.646.472 

44 SUDH RINGIN SARI 724.749.425 144.949.885 289.899.770 289.899.770 

45 BATU BAAK KEMBAHANG 768.741.820 153.748.364 307.496.728 307.496.728 

46 BATU BAAl( NEGERI RATU 1.105.044.916 221.008.983 442.017.966 442.017.966 

47 BATU BRAK KEGERINGAN 898.980.430 179.796.086 359.592.172 359.592.172 

48 BATU BAAK GUNUNG 5UGIH 700.443.695 140.088.739 280.1n.478 280.177.478 

4' BATU BAAK PEKON SALAK 774.432.101 154.886.420 309.772.840 309.772.840 

50 BATU BAAK SUKA8UMI 807.200.867 161.440.173 322.880.347 322.880.347 

51 BATU BAAK CANGGU 770.241.256 154.048.251 308.096.502 308.096.502 

52 BATU BRAK KOlA BE51 970.144.947 194.028.989 388.057.979 388.057.979 

53 BATU BRAK SUKARAJA 729.363.749 145.872.750 291.745.500 291.745.500 

54 BATU BAAK KERANG 696.606.531 139.321.306 278.642.612 278.642.612 

55 BATU BRAK TEBAUYOKH 726.599.420 145.319.884 290.639.768 290.639.768 

56 SUKAU TANJUNG RAYA 1.087.922.742 217.584.548 435.169.097 435.169.097 

57 SUKAU HANAKAU 985.766.797 197.153.359 394.306.719 394.306.719 

58 SUKAU BUAY NYERUPA 1.174.877.592 234.975.518 469.951.037 469.951.037 

5' SUKAU TAPAK SIRING 1.002.986.549 200.597.310 401.194.620 401.194.620 

60 SUKAU JAGAAAGA 982.296.559 196.459.312 392.918.624 392.918.624 

61 SUKAU PAGAR OEWA 975.434.518 195.086.904 390.173.807 390.173.807 

62 SUMU SUKA MULYA 884.576.497 176.915.299 353.830.599 353.830.599 

63 SUKAU BANOAR BARU 749.253.254 149.850.651 299.701.302 299.701.302 

64 SUKAU BUMIJAYA 898.461.221 179.692.244 359.384.488 359.384.488 

65 SUKAU TEBA PERING JAYA 745.818.123 149.163.625 298.327.249 298.327.249 

66 GEOUNG SURIAN GEDUNG SURIAN 985.734.922 197.146.984 394.293.969 394.293.969 

67 GEOUNG SURIAN PURAMEKAR 1.006.337.844 201.267.569 402.535.138 402.535.138"$i ys GEDUNG 5URIAN­ CIPTA WARAS 742.191.058 148.438.212 296.876.423 296.876.423 

. D ~6' G'DUNG 5UR'AN TRI MULYO 776.386.868 155.277.374 310..554.747 310.554.747 

U 70 '~EDUNG 5URIAN MEKARJAYA 1.oo7.5oo.lI..>2 201.500.002 403.000.005 .. 403.000."'lIlt. 

• . • •. .... 



.... l_ ......... TOTAl. 00 0020" DD 40 " 00 .... 
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71 KEBUN TEBU PUAAJAYA 823.271,137 164.654.227 329,308.455 329.308.455 

72 KEBUN TfSU PURA WlWiTAN 988.466.178 197.693.236 :39$.386.471 395.386.471 

73 KERUNTEBU TR!8UOI SVUKtJR 728.966.504 145.193.301 291.586.602 291.586.602 
7. !(fBUN lEBO MUAAAJAYA I 753.703.126 150.740.625 301.481,250 301.481.250 

75 KEBUNTEBU MUARA JAVA II 739.337,119 147.867.424 295,734.848 295.734.848 

76 KEBUNlEBU lRfl!UDI MAKMUR 703.133.194 140.756.639 281.513.278 281.513.278 

77 II:EBUNTEBU TUGU MUlYA 737.536.864 147.S01.3J! 29$.014,746 295.014.746 

78 KEBUNTEBU C!PTA MOLYA 743,(>03.804 148.600.761 297.201.522 297.201.522 

7. KEBUNTEBU MUARABARU 125.664.593 145.132.919 290.265.837 290.265.837 

80 KEIWNTEBU SiNARLUAS 759,942.184 151,988.557 303.9n.1l4 303.977.114 .. AIR HITAM 51oo0AOI 703.862.960 140,772.592 281545.184 281545,1&4 

Il2 AIR HITAM SEMARANG JAVA 747.844.096 149.568.819 299.137.638 299.137.638 

83 AlA: HITAM SUM8ER At.AM 110.132.449 142.026.490 284.052.'80 284.052.980 

84 AIA:HITAM GUNUNG TERANG 725.244,953 145.048,991 291.1.097.981 290.097.981 

S5 AlRHITAM SUKAJADi 734.586.927 146.917.385 293.834.771 293.834."1.. AlR HITAM SRIMENANTI 716,0$3,182 143,210.636 186.421.27l 286,421.273 

87 AIR HirAM SlNARJAYA 708.824.292 141.764.858 283.529.717 283.529.717.. MRHITAM RiGISJAVA '720.124.586 144,024.917 288_.a34 288.049.834 .. AUtHITAM SUKAOAMAi 714.573.124 142.914.625 285.829.250 285.829.250 

90 AiR HlTAM MANGGAJW 700.484.028 140.096.806 280,193.611 280.193.611 ., PAGARDEWA PAHAYUJAYA 735.065.096 147.013.019 294.026.038 294.026.033 

92 PAGARDEWA BASUNGAN 754.719.087 150.943,817 301.887.635 301.88'1.635 

93 PAGARDEWA MEKARSAftl 757.249.059 151.449.812 302.899.624 302.899.624 

94 PAGARDfWA SIDOMULYO 1.058,245.084 211.649.017 423,291.034 423.298JJ34.s PAGARDEWA SIDODADI 741.369.147 149.473,829 298,947,659 298.947.659­

9£ PAGMOEWA MARGAJAYA 981,80!t.lS5 196.361.839 392,723.678 392.723.678 ., PAGARoEWA SUKAJAYA 783,133,948 156.626.790 313.253.579 313,25M;79 

!III PAGAROEWA BATUAPl 769.936.784 153,986.157 30? .972.314 307,972.314.. PAGAROEWA PAGAROEWA 749.222.985 149,844.597 299.689,194 299.689.194 

100 PAGAROEWA SUKA MULYA 713,557.695 142.711.539 285.423.078 285.423.018 
101 DATU KETUUS ARGOMUlYO 1.088,096,178 217.619.236 43$.238.471 435.238.471 

102 SATU KETUUS BATU KESAYAN 895.579,672 179.115.934 358.231.869 358.231.869 

103 SATU I<ETUUS ATAABAWANG 962.727.180 192,545.436 385.090.872 385.090.872 

104 BATU KETUUS CAMPANGTIGA 933.317,849 186,663,570 373,327.139 373.327.139 

1))5 SAnJ KEruUS lUAS 1.074516.939 214.903.388 429.806.775 429,806..715M06 MTUKmJlIS SAKHU .. 
1.042.224,118 208.444.836 416.889,671 416.88t.671 

107 SATU KmJllS WAYNGISON 904.898.937 100,979.787 361,959.5'15 361.959.575 

. . .' loa ~wu "mJlIS.. 
KUBU UKU JAYA 740,33S.:il3 148,067.135 296.134.269 JOI< 296.134."IIiI . • • , 

1\ 
~D 
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10\1 BATU K£TULIS 

110 BATUK£TUUS 

111 WMBOK S£MINUNG 

112 LUMBQKSfMINUNG 

113 WMBOK SEMINUNG 

114 LUMBOK St:MINuNG 

115 LUMBOK SEMINUNG 

11. LUMBOk SEM!NUNG 

117 LUMBOKSEMINUNG 

118 LUMBOK SfMINUNG 

11. lOMBOK S£MINUHG 

120 WMBOk SEMINUNG 

121 WM8QK SEMINUNG 

122 BANDAR HEGERI 5UCH 

123 aANDAR HEGERI SUOH 

124 BANOAH HEGER! SVOH 

125 8ANOAR NEGERI SUOH 

126 BANDAR NEGERI SUOH 

127 BANDAR NEGER! SUOH 

128 BAHOM HEGERI SUOH 

129 RANDAR HEGER! SUOH 

130 BANDM HEGERI SUOH 

131 RANUM HEGERl SUOH 

.......... 
, 

SUMBER ROO 

AlAR KUWAU 

LOMBOK 
HENI ARONG 

SUKABANJAR 

lOMBOKnMUR 

SiJKA BANJAR lIVJUNG REMSUN 

SUKA MAlU 

UJUNG 

KEAGUNGAN 

TAWAN SUKA MULYA 

PANCUft:MAS 

LOMBOK SELATAN 

SUOH 

SRIMULYO 

BANDARAGUNG 

R1NGINJAYA 

BUMI HANTATAI 

GUHUNGRATU 

TANJUNGSARI 

NEGERIJAYA 

EMBflANG 

TRl MEkARJAYA 

Tota' 

-------­ -

TOTALDD 0020'" 0040'" 0040'" 
#1 ., 

'" 
, 

716.548.876 143.309.775 286,619551 l86.619.551 

770.525.450 1$4,105..090 308.210.180 308.210.180 

1.006,097.625 201.219.525 402.439.050 402.439,050 

698.861.284 139]12.257 279.544.514 279.544.514 

734.621,376 146.924.l7S 19U48.SS0 293..84&.550 

785.79&797 157.159.759 314.319.519 314.31$.519 

1.0.51.780.041 210.356.008 420.712.016 420.1:12.016 

706.041.067 141.208.213 282.416.427 28l.41fi.427 

72:7.046.161 145.409,352 290.818.704 290.81a..704 

161.366.551 152.273,310 31)4,546.620 304.546.610 

811.04&.130 162.209.626 324.419,2$2 3l4.419.252 

729.739.574 145.947.915 291.895.829 291.895.829 

714.459.309 142.891.862 285.183.724 285.783,724 

1.4lO.001.827 l84.012.365 568..024.731 S68.0l4.731 

740.593.139 148.118.628 29037.256 296.237.256 

1.542.722.754 308.544.551 617.089.102 617.089.102 

1.0:17.612,681 203.522.536 407.045.072 407.045,072 

1.192.658.384 238531.677 477.063.353 417.063,353 

944.585.386 188.917.077 377.834.154 377.834.154 

713.479.491 142.695.899 285.391.799 285.391.799 

1.m.s31.600 240.566..320 481.132.640 481.132.640 

769.081,856 153.816,.371 307.632,142 307.632.742 

994.673.732 198.934.746 397.269.493 397.869.49:3 

112.054.780-000 22.412.956.000 44..825.912.000 44.82:5.112.000 
-----­
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